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BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa prevalensi stunting yang tinggi dapat m en ' ambat 
upaya peningkatan kesehatan masyaraka t dan m en ghambat 
terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan 
produktif; 

b . bahwa dalam upaya optimalisasi pencegah tu ting dan 
penurunan prevalensi stunting secara efekti dan efis ien serta 

engan ber akunya Pera turan Presiden 0 or 7 Tahun 
202 1 t en tang Percepatan Penurunan Stu t in , perlu 
d' akukan penyesuaian atas Peraturan Bupa ' a s ikmaIaya 
Nomor 4 Tahun 201 8 tentang Penurunan Stunting; 

c. bahwa berdasarkan pertimbanga n seba gaimana imaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu men tapka eraturan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Percepatan P nurun Stunting; 

Un dang-Un ang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lin g Propinsi 
Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia T un 1950), 
sebagaim ana telah d iubah den gan Un d ang-U dang Nomor 4 
Tahun 19 68 tentang Pemben tukan Ka bupate Purwakarta 
dan Kabupa en Subang dengan m engubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063), sebagaimana telah diubah dengan Un dang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang P~netapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ten tang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberap kal' , terakhir dengan Undang-Un dang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu ran Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang om or 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lem baran Negara epublik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerin tah Nomor 33 Tahun 2012 t ntang 
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran egara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara publik Indonesia Nomor 529 1) ; 

6 . Peraturan Pemerintah Nom or 86 Tah n 2019 tentang 
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tah n 2019 Nom or 249, Tambahan Lembaran Negara 
Republik ndone ia Nomor 6442); 

7 . eraturan Presiden Nomor 72 Tah n 202 1 tentang 
ere atan Pe urunan Stunting (Lembaran Nega ra epublik 

In donesia Tahun 202 1 Nomor 172); 
8. Peratur n adan Kependuduka n dan Ke uarga B reneana 

Nasional Republik Indonesia Nom or 12 Tahun 202 1 tentang 
Rene a Aksi Nasional Pereepatan Penurun an Angk Stunting 
ndonesia Tahun 202 -2024 (Berita Negara Republik 

Indone ia Tahun 202 1 Nomor 1398) ; 
9. Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 

1 Tahun 20 6 ten tang ata Cara Pemben ukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya 
Tah un 20 16 Nomor 1); 

10 . Peraturan Daera h Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 
3 Tahun 2016 ten ang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintaha n Kabupaten Tasikmalaya 
(Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN 
STUNTING. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2 . Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut as as 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
5. Perangkat Daerah adalah u sur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

urusan pem erintahan yang menjadi k ewenangan Daerah. 
6. Kepala Desa adalah pejabat pemer intah desa yang mempun yai wewenang, 

tu a s d n kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
el sanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

7. P m ·ntah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan n am lain 
dibant perangkat desa sebagai unsu r pen elenggara pemerintahan de 

8. Stunti g a dalah gangguan pertum b han dan perkem bangan anak akibat 
keku rangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai de gan anjang 
atau tin ggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri 
yang m nye engga akan urusan pemer in ahan di bi ang kes ha an. 

9. Prevalen si Stunting adalah jumlah k eseluruhan kasus Stunting ya ng terjadi 
pada su atu waktu tert . u a t wilayah. 

10. Intervensi Spesifik adala h kegiatan yang i aksanakan u n t k m engatasi 
peny bab langsung teIjadinya Stunting. 

11. Intervensi Sens itif adala h kegiata n yang dilaksanakan untuk mengatasi 
peny bab tidak langsun g terj adinya Stunting. 

12. Percepa tan Penurunan Stunting a alah setia upaya yang m encakup 
Interven si pesifik dan terve si Se s ·tif yang dil ana an secara 
konve gen, h olistik , integratif, dan berkualitas m elalu i kerj a sam m ultisektor 
di pusa t , Daerah, dan desa . 

13. Tim Per epatan Pen u ru n an Stunting ang selanjutnya disingkat TPPS adalah 
organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertu ga s m en goordinasikan, 
menyinergikan dan m en gevaluasi penyelenggara an Per epatan Penurunan 
Stunting. 

14. Keluarga Berisiko Stunting a dalah k eluar a yan g m em iliki satu atau lebih 
faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja 
puteri/calon pengantin/ibu h amil/ anak u sia 0 (nol) -23 (dua puluh tiga) 
bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan 
berasal dari keluarga miskin, pen didikan orang tua rendah, sanitasi 
lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. 

15. Pemantauan adalah kegiatan m engamati perkembangan pelaksanaan 
Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi 
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 
tindakan sedini mungkin. 

16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan m embandingkan antara target dan 
capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. 
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17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil 
pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting secara periodik oleh 
penye1enggaran Percepatan Penurunan Stunting. 

18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, 
organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, 

perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, 
yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting. 

19. Bapak Asuh Anak Stunting adalah gerakan aksi go tong royong dari seluruh 
penyelenggara Pem in ahan Dahan P mang epentingan untuk 
mengentaskan Stunting dalam bentuk pemberian bantu an dalam rangka 
menurun kan Prevalen s i Stunting di Daera 

Pasal2 
Peratura Bupati ini bertujuan untuk: 
a. m em b erikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pem angku 

Kep en tingan b erupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan 
sec a kon ergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Per epatan 
Penu ru an Stunting; 

b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencana an dan 
peng n ggaran Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Daerah, desa, dan 
bersama Pemangku Kepentingan yang b erkesinambungan; 

c. melakukan p gu tan eran sekr taria p elaksana TPPS dalam p elaksanaan 
Perce a tan P n u ru Stun ing u ai de gan t gas; 

d. melakukan pengua an regulasijkebijakan strategis yang dibut h kan untuk 
Perce a tan Penu an Stunting; 

e. melakuk an pengua an dan emad an s is em manaj m en a a an informasi 
Perce a tan Penu runan tunting; 

f. mengintegrasi an mek anism e Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan 
Percepat Pen urun Stunting; an 

g. mend rong partisipasi aktif mas araka t s erta gotong r yong dalam P rcepatan 
Penuru n an Stunting. 

BAB II 
STRATEGI PE CEPATAN PENURUNAN STUNTING 

Pasal 3 
(1) Dalam rangka Percepatan Pen urunan Stunting, perlu ditetapkan strategi 

Percepatan Pen runan Stunti ng. 
(2) Strategi Percepatan Penu runan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan untuk: 
a. menurunkan Prevalensi Stunting; 
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berke1uarga; 
c. menjamin pemenuhan asupan giz·; 
d. memperbaiki pola asuh; 
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 

Pasal4 
Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi: 
a. remaja; 
b. calon pengantin; 
c. ibu hamil; 
d. ibu menyusui; dan 
e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan. 
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Pasal 5 
(1) Strategi Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan 
pada tahun 2030. 

(2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Prevalensi 
Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita) . 

Pasal 6 
(1) Dalam rangka pencapaian target Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2) d ·tetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 
14% (empa belas per seratus) pada ta hun 2024. 

(2) Target antara Prevalensi Stunt ing sebagaimana dimaksud pa ayat (1) 
dijabarka n dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pe capruan, 
pe anggung jawab, dan Perangkat Daerah serta pihak pendukung. 

(3) T g t Prevalensi Stunt ·ng dalam ku run waktu tahun 2025-2030 ditetapkan 
be da arkan hasil Evaluasi pe cap aian target antara pada tahu n 2024 
se gaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 7 
(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan p da tahun 2030 dicapai melalui 

pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Stra tegi Percepatan Penur nan Stunting. 
(2) Pilar dalam Strategi Percepatan Pen u runan Stunting sebagaimana d imaksud 

pada ayat ) melipu i: 
a. penin g atan k omi an visi kepem impinan B pati; 
b. penin gkatan komu eru bahan pe ·laku dan pem berdayaan 

masyarakat; 
c. p ningkatan k nve ge terven i dan In tervensi Sensitif di 

P m erintah Daerah dan Pemeri tah Desa; 
d. p n ingkatan ketahan pangan dan gizi pa d tingkat individ , keluarga, 

dan m asyarakat; dan 
e. pe guatan dan p engembangan s istem , data, inform asi, riset, d n inovasi. 

(3) Pilar se a gaimana dim ksu d pa da aya t (2) dijabarkan dalam kegiatan, 
keluaran, target dan tahun encapa ian, pen a ggun g jawab, dan Perangkat 
Daerah/pih ak pen d u ku n g. 

(4) Pelaksanaan Stra egi Per epatan Penu ru nan Stunting dilakukan peninjauan 
kembali berdasarkan h asil evaluasi pencapaian target antara pa d a tahun 2024 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 a at (1). 

Pas a l 8 
Strategi Percepatan Penu unan Stunting tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perat ran Bupati ini. 

Pasal 9 
(1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan Stunting se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8, disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan 
Keluarga Berisiko Stunting. 

(2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati tersendiri . 

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), terdiri atas 
kegiatan pr ioritas yang paling sedikit mencakup: 
a. penyediaan data Keluarga Berisiko Stunting; 
b . pendampingan Keluarga Berisiko Stunting; 
c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan u sia subur; 
d. surveilans Keluarga Berisiko Stuntin g; 
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e. audit kasus Stunting; 
f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi anak balita 

Stunting dan anak sekolah usia dini; 
g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil 

resiko tinggi; 
h. pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan 

untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga; dan 
i. program kesertaan keluarga berencana. 

(4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam 
pelaksanaan Percepata P n Stunting. 

Pasal l O 
(1) Pen ediaan data Keluarga Berisiko Stunting sebagaimana dim dalam 

Pa al 9 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data 0 erasional 
mel ui: 
a. p apisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantinj calon p as ngan 

usia subur 3 (tiga) bulan pranikah; 
b. en pisan ibu hami1; 
c. pen pisan keluarga terhadap etersediaan pangan, po a m a k dan 

u pan gizi; 
d. pen pis an k luarga 

p sca ke guran; 
e. pen ap' san kel arga 
f. pen a pisan kel a rga 

d 

. engan pasangan sia subur pasca persali an dan 

e h a ap 
erhadap 

ngas han an balita; 
epem 'likan arana jamban dan a ir bersih; 

g. p n a pisan kelu arga terh adap kepemilikan sarana rum ah sehat. 
(2) Pendam pingan Ke uarga Beris ' 0 Stun ting s gaim a dimak d alam Pasal 

9 aya t (3) huruf b bertuju an u tuk me 'ngkatkan akses in£ rm asi dan 
pelayanan melalui: 
a. penyul han; 
b. fa ilitasi p layanan r juk ; da n 
c. fas ' itasi p n erim aan rogram bantu an osial. 

(3) Pendam pin gan semu a cal n pengant' jcalo asangan USIa subur 
sebagaim a a dim aksud dalam Pasal 9 y (3) h u ruf c wajib diberikan 3 (tiga) 
bulan pranikah s eb gai bagian dari pelayanan n ikah. 

(4) Surveilans Kelu arga Berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) huruf d d igun an sebaga ' per imbangan pengambilan tindakan yang 
dibutuhkan dalam Pe cepatan Penu runan Stunting. 

(5) Audit kasus Stunti g sebagaim a dimaksud d alam Pa sal 9 ayat (3) huruf e 
bertujuan untuk mencari peny bab terjadinya ka us Stunting sebagai upaya 
pencegahan terjadinya kasus s rupa . 

(6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi anak balita 
Stunting dan anak sekolah usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) huruf f bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita 
sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari anak balita. 

(7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko 
tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g bertujuan untuk 
memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan 
terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi. 

(8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan 
untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam dan 
bergizi bagi Keluarga Beresiko Stunting. 
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(9) Program kesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) huruf i bertujuan untuk mengatur kehamilan pasangan usia subur 
meliputi: 
a. usia kehamilan yang terlalu dini; 
b. usia ibu hamil paling kurang 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 

35 (tiga puluh lima) tahun; 
c. jarak kehamilan paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan; dan 
d. paling banyak 2 (dua) anak. 

BAB III 
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN ENURUNAN STUNTING 

Pasal1l 
(1) Strategi Percepatan P nurunan Stunt ing sebagaim ana dimaksu d dalam Pasal 

8 dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 m enjadi 
a cuan bagi Pemerintah Daerah, Peme intah Desa, dan Pemangku Kepen i gan 
d am rangka menyelenggarakan Perc patan Penurunan Stunting. 

(2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting 
seb gaimana dimaksud pada ayat (1 ), Pemerintah Daerah dan Pem erintah 
Des melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan u nt ing. 

(3) Dalam angka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan en urunan 
Stunting sebagaimana d im ksud pada ayat (2), Peme intah Daerah dan 
Pem rintah Desa melakukan: 
a. pen gua tan pe e cad en ganggar 
b. penin gka an kual·tas pelak ana an; 
c. penin gkatan kual·t Pemantauan, Eval asi, dan Pe aporan; dan 
d. penin gkatan kapas ·tas su ber daya m anusia. 

a sal 2 
(1) Pemerintah Desa m en g rdina ikan d a m elaksanakan Percepatan 

Penurunan Stunting di tin gkat desa. 
(2) Pemerin tah De a mempr ioritaskan penggu aan ana desa dalam m endukung 

penyelen ggaraan Percepatan Penurun an Stunting. 
(3) Pemeri tah Desa m engop timalkan program dan kegi tan pem bangunan desa 

dalam m en du kun g penyeleng araan Percep tan Penu nan Stunting. 

Pa sal1 3 
Pemerintah Da erah memberikan pertim bangan, saran, dan rekomendasi kepada 
Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan 
pembangunan de a te kait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan 
ketentuan peraturan p rundang-undangan. 

Pasal 14 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah 

Daerah dan Pemerintah Desa da pat melibatkan kementerian/lembaga, 
pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa terkait, dan 
Pemangku Kepentingan. 

(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen 
dan terintegrasi. 
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Pasal15 
(1) Bupati menetapkan desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan 

Percepatan Penurunan Stunting setiap 1 (satu) tahun. 
(2) lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan 

mempertimbangkan desa dengan kriteria: 
a. jumlah Keluarga Beresiko Stunting; 
b. jumlah anak balita Stunting; dan 
c. prevalensi anak balita Stunting. 

BABIV 
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATA PENURUNAN STUNTING 

Ba gian Kesatu 
Koordin asi Penyelenggaraan di Ka bupaten Tasikmalaya 

Pa al 16 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di 

K b aten Tasikmalaya, Bupa ti m enetapkan TPPS Kabupaten Tasikmalaya. 
(2) TP S abupaten Tasikmalaya sebagaim ana dimaksud pada ayat (1 b e r tugas 

men goordinasikan, menyinergikan , dan m e gevaluasi penyelen ggaraan 
Percep tan Penurunan Stunting di tingkat Daerah. 

(3) TPPS Kabupaten Tasikmalaya seba gaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri 
at as Perangkat aerah dan Pemangk u Kepenti gan, term a uk Tim Penggerak 
Pemberd ayaan Keseja eraan e uarga ( P-PKK). 

Bagian K ua 
Koo dinasi Penyelengga raan di Tingkat Desa 

Pasa1 17 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting i tingkat 

desa, Kepala Desa menetapkan TPPS tingkat desa. 
(2) TPPS tingkat desa se ag imana dimak sud pada ayat (1 ) bertugas 

mengoord inasikan, m nyinergi an, a m n geval Sl penyel nggaraan 
Percepatan Pen uru an Stunti g d i tin gka desa. 

(3) TPPS t in gkat d sa s ebagaim ana dim ak ud p da ayat (2 ) meli a tkan : 
a. tena ga kesehatan palin g sediki mencakup Bidan, Tenaga Gizi, an Tenaga 

Kesehatan Lin gku ngan; 
b. Penyuluh Kel arga Berencana dan I ata u Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana ; 
c. TP-PKK; dan 
d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) danl atau Sub­

PPKBDI Kade Pembangunan Manus·a (KPM), kader, dan/atau unsur 
masyarakat lainnya . 

(4) Susunan keanggotaan TPPS tingkat desa di sesuaikan dengan kebutuhan 
Pemerintah Desa. 

BABV 
BAPAK ASUH ANAK STUNTING 

Pasal 18 
(1) Dalam rangka penurunan Prevalansi Stunting, Bupati menetapkan Bapak 

Asuh Anak Stunting setiap 1 (satu) tahun. 
(2) Sasaran Bapak Asuh Anak Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 
a. anak balita pada keluarga pra-sejahtera; dan 
b. Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) . 
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BABVI 
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal19 
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk: 
a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan 

Stunting; 
b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan 

Stunting; 
c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan 

akuntabilitas Perc pa an P nurunan Stunting; 
d. memberikan pen ilaian kesesuaian erhadap kegia an, kelu a r a n, dan target 

strategi Percepatan Pen urunan Stunting dan Rencana Aksi Daera ; dan 
e. menjad' p ertimbangan pemberian rekomen dasi untu k pencapaian 

kebe h a silan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. 

Pa sal20 
(1) Pela ksanaan Pemantauan, Evaluas i, dan Pelaporan penyele ggaraan 

Per ep tan Penurunan Stunting d ilakukan oleh Pemerintah Da erah dan 
Pe erintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing. 

(2) Pemant uan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penuruna Stunting 
seba aimana dimaksud pa da ayat (1) d idukung dengan: 
a. sistem m anajemen da ta terpadu di Daerah dan desa dengan 

m emaks' alka s ' s e . forma si yang dah ada melal i m kanisme 
Sa tu Data Ind nesia sesua' dengan keten uan perat ran perundang­
u n dangan;dan 

b . ris et dan inovasi s ta pengembangan emanfaatan h asil r ' et dan inovasi. 

a s al 2 
(1) Pelaksanaan Pem antauan dan Evaluasi dil k 2 (dua) kali dalarn 1 (satu) 

tahun a tau sewaktu-waktu apabila iperluka n . 
(2) Dalarn p laksanaarl Pem anta an dan Evalu asi ebagaimana dimak 'ud pada 

ayat (1) dapa t meliba tkan Pem ang Kepenti ga n. 

Pa sal 22 
Kepala Desa m elap rkan penyelenggar an P rcepatan Penu runan Stunting tingkat 
desa di wilayahn ya k epada Bupati me alu i Carnat. 

Pasal23 
(1) Pelaporan peny lenggara Percepa tan Penur nan Stunting dilaksanakan 2 

(dua) kali dalam 1 (satu) tahun a tau sewaktu-waktu a pabila diperlukan. 
(2) Pelaporan sebagaimana imaksud pada ayat ( ) disarnpaikan secara rutin 

paling lambat 15 (lima belas) hari s telah pelaksanaan periode Pelaporan. 

BAB VII 
PENDANAAN 

Pasal24 
Sumber pendanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal25 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 
Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal26 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang apat m ng ahuinya, m m in a n pengundangan 
Peraturan B pa i engan penempa annya dal Berita Daerah 
Kabupaten asi malaya. 

BERITA D E H KABUPA EN TASIKMALAYA TAHUN 2 23 NOMO 22 
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